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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum tidaklah lepas dari kehidupan manusia, maka dalam membicarakan hukum, 

kita tidak akan lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.1 Hukum pada umumnya 

adalah peraturan-peraturan dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur keseluruhan 

tingkah laku yang manusia itu sendiri, yang apabila dilanggar akan mendapatkan suatu 

sanksi. Manfaat hukum ialah agar tercapainya suatu keteraturan dalam kehidupan manusia 

dan dalam masyarakat. 2 

Perizinan merupakan bagian dari hukum yang masuk dalam produk Pelayanan 

Publik yang menjadi interaksi antara Masyarakat dan Pemerintah, karena menjadi 

implementasi Birokrasi Pemerintah dilapangan. Dalam konsep Penyelenggaraan Negara, 

Pelayanan Publik pada akhirnya akan bermuara pada Kepentingan Umum. Menurut Pasal 

1 Ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa 

“urusan pemerintah adalah kekuasaan yang menjadi kewenangan presiden dan 

penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memerdayakan, dan 

mensejahterakan rakyat”. 

Dengan adanya penyelenggaraan izin oleh Pemerintah, maka diperlukan juga 

adanya Pengawasan. pengawasan merupakan aspek yang sangat penting dalam Aparatur 

Negara agar semua tugas, fungsi, dan program-program yang dijalankan Pemerintah dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi Pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap 

 
1 Sudikno Mertokusumo,2010, Mengenal Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. hlm. 1 
2 Ibid. 
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kinerja karena dalam proses pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan kebijakan 

yang telah ditetapkan pemerintah.3 

Di Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatur tentang Perizinan adalah Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. selain memberikan Izin, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga harus melakukan pengawasan secara berkala untuk 

memastikan apakah usaha yang dikeluarkan izinnya sesuai dengan Peraturan Daerah atau 

tidak. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berupaya untuk terus menerus 

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk dalam bidang usaha Pariwisata untuk 

tercapainya pelayanan yang prima, agar terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan 

memberikan manfaat lansung bagi kesejahteraan masyarakat. 

Kabupaten Indragiri Hilir, yang beribu kota di Kecamatan Tembilahan merupakan 

satu dari dua belas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Letaknya berbatasan lansung dengan 

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Provinsi Jambi4. Selain Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki Sumber daya alam yang 

melimpah dan modal yang dapat dikembangkan dalam sektor perniagaan yang berdampak 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menjadikan Kabupaten Indragiri 

Hilir sebagai salah satu kiblat perniagaan di Provinsi Riau. 

 
3 Elyy Nielwaty, “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan 

Barang dan Jasa Provinsi Riau”.,2017 Jurnal Niara. Vol 10 No.1, , hlm. 1. 
4 Laporan Final RP12-JM KABUPATEN INHIL (2015-2019). hlm.28. 
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Pesatnya perkembangan ekonomi di Indragiri Hilir memberikan pengaruh kepada 

perubahan pola hidup maupun kebutuhan hidup Masyarakat. Salah satunya adalah 

kebutuhan Hiburan Santai dan Wisata, Hal ini dapat dilihat dengan berkembang dengan 

pesatnya tempat-tempat hiburan dan Rekreasi seperti Kafe, Taman Bermain, Bahkan 

Wisata yang berhubungan dengan Alam di Kabupaten Indragiri Hilir.5   

Salah satu jenis usaha yang dirasakan meningkat oleh Masyarakat Indragiri Hilir 

adalah tempat karaoke. Usaha karaoke dinilai potensial untuk dijalankan karena bisnis 

karaoke menjadi salah satu hiburan yang sangat dinikmati oleh masyarakat sebagai tempat  

melepaskan lelah dari rutinitas sehari-hari. 

Didalam Pasal 5 Ayat (1) angka 26 Peraturan Bupati  Indragiri Hilir Nomot 11 

Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu, bahwa usaha karaoke 

termasuk dalam pendelegasian perizinan  tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

Untuk menghindari adanya oknum-oknum penyelenggara usaha hiburan seperti 

usaha karaoke yang melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan keresahan dalam 

masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma sosial, agama, dan adat-istiadat maka 

diperlukannya pengawasan oleh Pemerintah. 

Pengawasan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk 

mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha karaoke. Dengan pengawasan 

ini, maka akan terciptanya masyarakat yang tertib administrasi didalam perizinan. Jika 

 
5 https://www.andalastourism.com/tempat-wisata-indragiri-hilir, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, Jam 

11.00 WIB 
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pengawasan dilakukan secara baik, maka perizinan usaha karaoke juga akan berjalan 

dengan baik. sebaliknya, jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka hasilnya 

akan buruk dan akan merusak ketertiban umum serta merugikan pemerintah dalam sektor 

Pendapatan Daerah. Maka apabila ditemukannya pelanggaran dalam pengawasan tersebut, 

Penegakan hukum itu harus dilaksanakan, yang sesuia dengan tujuan penegakan hukum itu 

sendiri. 

Usaha karaoke memiliki tujuan sebagai sarana hiburan untuk masyarakat yang 

memiliki maksud untuk meningkatkan efektivitas kerja masyarakat dengan melepaskan 

lelah dan kejenuhan setelah beraktivitas kerja sehari-hari6. Dengan Meningkatnya usaha 

karaoke di Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan akan memberi energi positif bagi para 

pelaku usaha Karaoke untuk meningkatkan kualitas dan Pelayanan terhadap para 

pelanggan. Berkembangnya jumlah usaha karaoke di Kabupaten Indragiri Hilir selain 

sebagai media hiburan, bisnis karaoke juga memiliki efek negatif di dalam masyarakat. 

Banyaknya jumlah bisnis karaoke juga berdampak pada potensi pelanggaran atas 

penyelenggaraan usaha karaoke tersebut seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan 

usaha tidak sesuai dengan izin yang ditetapkan pemerintah, bahkan ada usaha karaoke yang 

tidak memiliki izin sama sekali. Hal tersebut mengganggu ketertiban didalam masyarakat 

dan mengurangi pendapatan daerah yang tentu akan berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat7.  

Adanya minat dari investor dan pengusaha untuk menanamkan modal dan 

menjalankan usaha karaoke di Kabupaten Indragiri Hilir tentu disambut baik oleh berbagai 

 
6https://www.kompasiana.com/listhiahr/5b61d21bd1962e441d0d6dc6/tidak-selalu-negatif-karaoke-juga-

punya-nilai-positif-kok, diakses pada tanggal tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 12.00 WIB   
7https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-0447927/tempat-hiburan-merebak-moralitas-generasi-

muda-dipertaruhkan?page=all, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 12.30 WIB  
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pihak. Usaha karaoke ini juga menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat dan juga 

meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Namun akan memberikan 

dampak sebaliknya seperti penurunan moral dalam masyakarat, kesenjangan ekonomi, dan 

tidak optimalnya pemasukan daerah jika penyelenggaraan usaha karaoke tidak sesuai izin 

dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten8. 

Banyak jenis pelanggaran izin usaha yang terjadi dilapangan. Bahkan beberapa 

tempat usaha karaoke belum mempunyai surat izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang 

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Indragiri 

Hilir. Salah satunya adalah Karaoke Golden Karaoke Family yang ditemukan oleh Tim 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.9  

Selain tidak memiliki izin, banyak para pelaku usaha karaoke yang 

menyelenggarakan usaha tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan data pra-penelitian dari pernyataan Winda Tanjung Sari, Kasi Pelayanan 

Perizinan Usaha dan Nonperizinan Sektor Tersier Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, menyampaikan banyak para pelaku usaha 

karaoke di Kabupaten Indragiri Hilir yang melanggar aturan yang ditetapkan didalam 

Peraturan Daerah, seperti izin buka tempat usaha hiburan seperti karaoke hanya boleh buka 

hingga jam 00.00 WIB.10 Namun masih ditemui beberapa pelaku usaha karaoke yang 

masih membuka usahanya hingga subuh. 

 
8Ibid  
9 https://harianriau.co/news/detail/45229/karaoke-golden-city-di-tembilahan-tak-punya-izin, diakses pada 

tanggal 13 Oktober 2021 jam 13.00 WIB 
10https://bertuahpos.com/hukum/tak-berizin-tempat-karaoke-new-paradise-di-inhil-rayakan-valentine-

hingga-subuh.html, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB 
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Data yang dihimpun dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, 

dari Tahun 2019 hingga tahun 2021 ada beberapa tempat usaha karaoke yang terjaring razia 

karena melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Untuk lebih 

jelasnya mengenai pelanggaran usaha karaoke yang terjaring Razia Satpol PP, dapat dilihat 

dari tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1  

Daftar Usaha Karaoke Yang Melanggar Peraturan Daerah 

 

Nama Karaoke Pelanggaran 
Tanggal 

Pelanggaran 
Sanksi 

Pasar Rakyat 

Karaoke 

Menyediakan Jasa Pemandu 

lagu / Ladies Club 
23 Mei 2019 Teguran Tertulis 

Toms Karaoke Tidak memiliki izin usaha 
11 November 

2019 

Penghentian 

Sementara Kegiatan 

Barcelona Family 

Karaoke 

Mengizinkan pengunjung 

dibawah umur 
8 Maret 2020 Teguran Tertulis 

Sangrilla Karaoke 

1. Menyediakan jasa 

Pemandu lagu / 

Ladies Club. 

2. Mengizinkan 

pengunjung dibawah 

umur 

19 Maret 

2020 
Teguran Tertulis 

Karaoke Paradise 

1. Melanggar Protokol 

Kesehatan 

2. Menjadi tempat 

prostitusi 

10 Mei 2020 
Penghentian 

Sementara Kegiatan 

Golden City 

Karaoke 
Tidak memiliki izin usaha 20 Juni 2020 

Penghentian 

Sementara Kegiatan 

Karaoke Paradise 
Melewati batas waktu 

beroperasi 

13 Februari 

2021 
Teguran Tertulis 

Grand Royal F-KTV 

1. Tidak memiliki Izin 

usaha 

2. Menyediakan 

Minuman Beralkohol 

20 April 2021 
Penghentian 

Sementara Kegiatan 
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Golden City 

Karaoke 

1. Melanggar Protokol 

Kesehatan 

2. Melewati batas waktu 

beroperasi 

7 Mei 2021 Teguran Tertulis 

Sumber: Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir, 2021. 

Berdasarkan tabel diatas, kasus yang menjadi perhatian adalah di Karaoke New 

Paradise di Jalan Telaga Biru, Kecamatan Tembilahan Hulu.11 Dalam hal ini, Satpol PP 

Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan surat teguran tertulis kepada pengelola usaha 

karaoke dan mempersilahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupetn Indragiri Hilir untuk mengkaji ulang izin yang diberikan kepada Karaoke New 

Paradise. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut atas Sanksi Tersebut dan Usaha 

Karaoke New Paradise masih beroperasi seperti biasanya.12 

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Penindakan Ketertiban Umum, Dan Penyakit 

Masyarakat mengatur penyelengaraan usaha termasuk usaha karaoke yang memuat atas 

Kewajiban yang harus ditaati Pelaku Usaha Karaoke, Sanksi dan hak-hak masyarakat atas 

penyelengaraan usaha yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan didalam Peraturan 

Daerah serta ketentuan dan larangan-larangan dalam melaksanakan usaha karaoke. 

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Penindakan Ketertiban Umum, Dan Penyakit 

Masyarakat, sangat diharapkan untuk memberantas perbuatan atau pelanggaran didalam 

masyarakat yang menyimpang dari norma-norma agama, adat istiadat, dan sosial dan tidak 

dapat dipungkiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

 
11https://spiritriau.com/Hukrim/Tempat-Karaoke-Paradise-Kangkangi-Perda-Inhil-, Diakses pada tanggal 13 

Oktober 2021, pukul 13.00 WIB 
12 Ibid  
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Indragiri Hilir perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran usaha karaoke yang 

melanggar Peraturan Daerah. 

 Hal ini memang bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan dan Masyarakat dapat 

hidup dengan tentram dan aman serta mempertahankan citra Kabupaten Indragiri Hilir 

yang dikenal sebagai Kota Ibadah. Pengawasan dan penegakan hukum atas Peraturan 

Daerah ini harus ditegakan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 

Masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya 

penyelenggaraan ketertiban umum dan mencegah penyakit masyarakat dalam makna yang 

seluas-luasnya. 

Untuk mengoptimalkan manfaat dari suatu penyelenggaran usaha. Maka 

pengawasan yang tegas atas Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten sangat 

diharapkan yang termasuk dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi para pelaku 

usaha yang melanggar izin. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir harus melakukan pengawasan secara terus 

menerus agar kasus kasus pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. Masih diperlukan 

penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang terus berlanjut oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengetahui 

sejauh mana para pelaku usaha menaati Peraturan Daerah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: 

“PERANAN PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU TERHADAP USAHA KARAOKE YANG MELANGGAR 

PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”. 
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B. Rumusan Masalah  

Terhadap permasalahan yang akan dibahas, adapun rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah Pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha karaoke yang melanggar 

Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Melakukan Pengawasan terhadap Usaha 

Karaoke Yang Melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir? 

3. Apa saja Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan Pengawasan terhadap Usaha 

Karaoke Yang Melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisa Pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha karaoke yang melanggar 

Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir  

2. Untuk menganalisa Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Melakukan Pengawasan Terhadap 

Usaha Karaoke yang melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir 

3. Untuk menganalisa Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan Pengawasan terhadap 
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Usaha Karaoke Yang Melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian 

ini adalah penelitian hukum sosiologis. maka yang diteliti dari data sekunder 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan 

atau didalam masyarakat 

 Penelitian hukum sosiologis dilakukan dengan meneliti secara langsung ke 

lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan 

atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan 

wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.13 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian 

dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam 

penelitian ini pihak yang terkait yaitu: Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, Satuan Polisi 

 
13 Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum,  Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 78 
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Pamong Praja, dan Penyelenggara Usaha Karaoke di Kabupaten Indragiri 

Hilir 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh pada saat penelitian atau 

kunjungan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir dan kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Indragiri Hilir yang sumbernya sudah ada di kepustakaan 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah suatu bahan hukum yang memiliki sifat 

autoratif dengan maksud mempunyai otoritas meliputi peraturan 

Perundang-undangan dan dokumen resmi14 didalamnya antara lain: 

a.  Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban 

Umun, dan Penyakit Masyarakat 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

c.  Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu 

 
14Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Grup, Jakarta. hlm. 57  
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d. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2018 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut. Seperti Rancangan 

Undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan ahli 

hukum.15 

3. Bahan Hukum Tersier 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, data tersier merupakan 

data penunjang yang dapat memberikan petunjuk terhadap data primer 

dan data sekunder.16  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian, adalah 

Studi Dokumen dan Wawancara 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen atau arsip.17 Dalam 

penelitian ini, peneliti akan melakukan penelusuran data historis objek 

 
15 I Ketut Suardita, 2017, Pengenalan Bahan Hukum Bagi Mahasiswa Semester Satu, Universtitas 

Udayana, Bali. hlm. 3 
16 Ibid  
17 M. Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya, Cet.Pertama, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. hlm. 85 
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penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah 

terdokumentasikan dengan baik. 

b. Wawancara 

Didalam hal ini penulis melaksanakan pengumpulan data dengan 

mengadakan Wawancara lansung kepada Responden. Wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban jawaban responden dicatat atau 

direkam.18 

Adapun Responden yang diwanwancarai oleh penulis yaitu pihak-pihak 

yang berkaitan lansung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu Petugas 

dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Indragiri Hilir Ibu Winda Tanjung Sari, dan Petugas Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Indragiri Hilir Bapak Martha Hariyadi, Masyarakat, dan para 

pelaku usaha karaoke yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. 

4. Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis 

pernyataan dari hasil wawancara dari informan. dengan tahapan tahapan melalui 

reduksi data atau merangkum hal hal pokok dan memfokuskan pada hal yang 

penting, Selanjutnya penyajian data dan terakhir menarik sebuah kesimpulan yang 

sesuai dengan masalah dan tujuan peneliti.19 

  

 
18 Ibid 
19 Sugiyono, op cit. hlm. 246 


